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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran dari penulis melalui telusur internet dan 

kepustakaan, penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dalam tema 

pembahasan, meskipun berbeda sudut pandang dan cara berpikir. Adapun 

penelitian tersebut salah satunya adalah tesis yang ditulis oleh Isra yang 

merupakan mahasiswa Universitas Indonesia berjudul Analisis Perlakuan Pajak 

Atas Transaksi mura>bah}ah: Suatu Studi untuk Meningkatkan Kepastian 

Hukum. Dalam tesis tersebut, penulis menemukan hasil akhir berupa kesimpulan 

bahwa perlakuan pajak yang dimaksudkan atas transaksi tersebut lebih mengarah 

pada perlakuan atas Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan penulis tersebut hanya 

menyebutkan sedikit tentang perlakuan margin dari produk mura>bah}ah sebagai 

objek pajak penghasilan. Penelitian tersebut dilakukan mengingat bahwa adanya 

perbedaan pendapat perihal tentang pemberlakuan PPN
16

 terhadap produk 

mura>bah}ah antara fiskus
17

 dan pihak perbankan syariah. Hingga tesis tersebut 

merupakan bagian dari penegasan akan harusnya ada kepastian hukum yang 

diberikan oleh pihak fiskus terhadap produk perbankan syariah tersebut, 

mengingat bahwa produk perbankan syariah menganut prinsip yang berbeda dari 

perbankan konvensional.
18

 

                                                           
16

 PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. 
17

Fiskus adalah Pihak Pemerintah. 
18

Isra, Analisis Perlakuan Pajak Atas Transaksi Murabahah: Suatu studi untuk Meningkatkan 

Kepastian Hukum, Tesis Universitas Indonesia, 2011. 
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Selain itu, ada pula skripsi yang ditulis oleh Mardona dalam usaha untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Strata I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Fitra Wika Pekan 

Baru. Dari skripsi tersebut, penulis menemukan kesimpulan bahwa PT Fitra Wika 

Pekan Baru yang merupakan perusahaan bergerak dibidang pengaspalan jalan 

tersebut memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak boleh dijadikan 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Skripsi ini merupakan hasil penelitian 

dari peneliti tersebut yang mana lebih mengacu pada ketentuan pajak penghasilan 

secara umum.
19

 

Dari kedua penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa skripsi yang 

penulis ajukan dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap 

Produk Mura>bah}ah Pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009” adalah penelitian yang berbeda meskipun 

dalam ruang lingkup tema yang serupa dengan studi terdahulu tersebut. Adapun 

dalam skripsi ini, penulis meneliti perihal Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2009 yang menyebutkan bahwa margin dari produk mura>bah}ah merupakan 

salah satu objek pajak penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Adapun 

dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memberikan rincian khusus tentang 

perlakuan terhadap objek pajak penghasilan, melainkan perlakuannya 

diberlakukan secara mutatis mutandis. Artinya, ketentuan yang berlaku secara 

umum diberlakukan juga terhadap produk mura>bah}ah ini. Berangkat dari 

peraturan tersebut, peneliti juga tidak memperoleh rincian yang berkenaan dengan 

                                                           
19

Mardona, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Fitra Wika Pekan Baru, Skripsi 

Universitas Sultan Syarif Kasim, 2011. 
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pajak penghasilan pada PSAK 102 yang merupakan landasan akuntansi syariah 

untuk produk mura>bah}ah. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

margin produk mura>bah}ah dalam hal pajak penghasilan perlakuannya 

disamakan dengan bunga dalam perbankan konvensional.  

Tabel 1.1 Indikator Perbedaan Penelitian 

Indikator Isra (Tesis) Mardona (Skripsi) Nana T.S (Skripsi) 

Judul 

Analisis 

Perlakuan Pajak 

Atas Transaksi 

Murabahah: 

Suatu Studi 

Untuk 

Meningkatkan 

Kepastian 

Hukum 

Analisis Perhitungan 

Pajak Penghasilan 

Pada PT Fitra Wika 

Pekan Baru 

Perlakuan Akuntansi 

Pajak Penghasilan 

Terhadap Produk 

Mura>bah}ah Pada 

Perbankan Syariah 

Ditinjau dari 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

25 Tahun 2009 

Latar Belakang 

Masalah 

Fenomena PPN 

berganda 

terhadap produk 

murabahah 

perbankan 

syariah 

Ketidakwajaran 

perhitungan pajak 

penghasilan dari PT 

Fitra Wika Pekan 

Baru 

Ketidakjelasan 

perlakuan akuntansi 

PPh terhadap 

Margin 

Mura>bah}ah dan 

persesuaiannya 

terhadap adanya 

bunga 

Metodologi 

Penelitian 
Kualitatif Kualitatif 

Kualitatif 

Kepustakaan 

 

B. Landasan Teori 

1. Konsep Perpajakan 

a. Pengertian Pajak 

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah 

untuk mencapai tujuan dalam penghimpunan penerimaan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Pajak secara bebas dapat dikatakan 

sebagai suatu kewajiban warga negara yang menggambarkan pengabdian 
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serta peran aktif mereka dalam membiayai keperluan negara guna 

Pembangunan Nasional. Adapun pajak dalam pengertian beberapa pakar 

adalah sebagai berikut. 

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
20

 

 

Menurut P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.
21

 

 

Adapun pada umumnya, sebagian besar pengertian pajak selalu 

merujuk pada kesimpulan yang menunjukkan bagian dari unsur-unsur pajak 

itu sendiri. Berikut ini merupakan unsur-unsur pajak, antara lain: 

1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berarti bahwa yang berhak untuk 

memungut pajak hanyalah negara berupa uang (bukan barang). 

2) Berdasarkan undang-undang, yang mana pajak dipungut berdasarkan 

ketentuan yang berlaku beserta tata cara pelaksanaannya. 

3) Tanpa jasa imbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. 

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang ditujukan untuk 

pengeluaran-pengeluaran bagi kebutuhan masyarakat luas.
22

 

b. Fungsi Pajak 

Secara umum, terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

                                                           
20

Yusdianto Prabowo, Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2004, h. 1. 
21

Ibid., h. 2. 
22

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009, h. 1. 
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1) Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya.  

2) Fungsi Mengatur 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
23

 

c. Pengertian Pajak Penghasilan 

Pada Bab 24 SAK ETAP
24

 mengatur masalah pajak penghasilan yang 

tujuan dalam pengaturan tersebut yaitu pajak penghasilan termasuk seluruh 

pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar Penghasilan Kena Pajak, 

sedangkan sebagai lingkup pajak diberikan contoh pemungutan pajak dan 

pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau joint 

venture atas distribusi ke entitas ekspor. Dalam pajak penghasilan, entitas 

harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan 

dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Apabila terjadi jumlah pajak 

penghasilan yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode 

sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas 

harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Pelaporan atas pajak 

penghasilan tersebut bahwa entitas harus mengungkapkan secara terpisah 

komponen-komponen utama beban pajak penghasilan.
25

 

                                                           
23

Yusdianto Prabowo, Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi...h. 1. 
24

 SAK ETAP adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik. 
25

Waluyo, Akuntansi Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h. 14. 
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Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 10 Tahun 1994, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, yang dimaksud 

dengan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau 

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama 

dan dalam bentuk apapun.
26

 

d. Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan 

dan pemungutan PPh
27

 yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, 

royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain setelah dipotong 

pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan 

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan 

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai 

pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dan imbalan 

sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan 

Pasal 21) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 

badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

                                                           
26

Yusdianto Prabowo, Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi...h. 21 – 22. 
27

 PPh adalah singkatan dari Pajak Penghasilan. 
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kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
28

 Adapun yang 

dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan 

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan 

selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21. 

e. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 

Adapun penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: 

1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi. 

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

3) Royalti 

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan. 

6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
29

 

 

f. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 

                                                           
28

Edy Suprianto, Akuntansi Perpajakan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 54. 
29

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009...h. 232. 
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Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah: 

1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 

2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna 

usaha dengan hak opsi. 

3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, 

atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan 

b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha 

milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 

dari jumlah modal yang disetor. 

4) Dividen yang diterima oleh orang pribadi 

5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif. 

6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggotanya. 
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7) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 

pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.
30

 

g. Tarif Pemotongan 

Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah: 

1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

a) Dividen
31

 

b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

c) Royalti 

d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

2) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai, atas: 

a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa tanah dan/atau bangunan 

b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dipotong 

pajak penghasilan Pasal 21.
32

 

 

h. Pajak dalam Ruang Lingkup Syari`ah 

                                                           
30

Ibid., h. 232 – 233. 
31

 Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh 

direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. 
32

Ibid., h. 233 – 234. 
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Dalam Islam, pajak bukanlah kewajiban seperti halnya zakat. Namun 

seiring perkembangan zaman, maka perlu adanya kajian ulang terhadap 

kedua istilah yang saling berdampingan tersebut. Secara etimologi, pajak 

dalam Bahasa Arab disebut dengan Dharibah, yang berasal dari kata  ،ضرب

 ,yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul يضرب، ضربا

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Ia disebut beban, karena 

merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam 

pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang 

berat).
33

 

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yakni Yusuf 

Qardhawi, Gazi Inayah, dan Abdul Qadim Zallum.  

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang 

ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara 

sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, 

dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu 

pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan 

tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. 

2. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar 

tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang 

bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah 

ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk 

mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi 

tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang 

diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai 

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas 

mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.
34

 

 

Dualisme pajak dan zakat menjadi dilema berkepanjangan yang masih 

belum mendapat solusi tepat. Seorang Muslim, disamping sebagai seorang 

                                                           
33

 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 27. 
34

 Ibid., h. 31 – 32. 
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wajib pajak, juga sebagai seorang wajib zakat. Meskipun pajak bukan 

kewajiban keagamaan, namun keberadaan Muslim sebagai makhluk sosial 

tentu mengharuskan mereka untuk tetap taat membayar pajak. Hal ini 

berkaitan dengan nuansa kehidupan yang mereka jalani, terutama dalam 

menjalankan usaha. Pinjaman usaha dalam bentuk apapun kini terus 

didampingi dengan penyertaan nomor NPWP bagi penggunanya. Hal itu 

menurut penulis merupakan hal yang tidak bisa dihindari sebagai bentuk 

hubungan antar manusia. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat pakar di atas, 

bahwasanya pajak dalam Islam diperbolehkan dalam ketentuan 

dipergunakan untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, segala biaya 

untuk sarana umum berasal dari biaya pajak. Mengenai pajak dalam konteks 

keadilan, akan dibahas pada BAB tersendiri dalam skripsi ini. 

2. Konsep Akuntansi 

a. Akuntansi Perpajakan 

1) Akuntansi dalam Kacamata Islam 

Perkembangan akuntansi sudah tidak lagi terbantahkan. Bahkan 

di dunia barat, akuntansi semakin dikembangkan konsepnya, hingga 

sampai pada temuan tentang konsep akuntansi secara Islam. Telah lama 

kita mengenal penggalan ayat dari Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang 

menjadi pembahasan sebagai dasar konsep akuntansi secara Islam. 

Bahkan eksistensinya ini tidak mengada-ada, tidak bersifat apologia
35

, 

                                                           
35

 Apologia adalah pengakuan kesalahan atau pembelaan agama. 
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tetapi sungguh merupakan fenomena baru. Bahasan ini pun telah ditulis 

oleh Muhammad Khir, T.E. Gambling dan R.A.A. Karim, dan Sofyan 

Syafri Harahap dalam karyanya berjudul Akuntansi, Pengawasan, dan 

Manajemen dalam perspektif Islam.
36

 

Islam yang selama ini dipahami sebagian orang hanya sebagai 

pondasi keimanan yang bertajuk hubungan dengan Tuhan, ternyata 

memiliki sisi lain yang patut untuk dipahami seutuhnya. Dalam lintas 

hubungannya dengan manusia, Islam merupakan pedoman dalam praktik 

kehidupan. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan 

membatasi gerak hidup umatnya. Namun, pembatasan itu bukan semata-

mata ditujukan untuk memperkecil ruang gerak umat Islam, melainkan 

untuk kemaslahatan dan kebahagiaan makhluk hidup secara keseluruhan. 

Perlu dipahami, bahwa aturan-aturan yang tertulis dalam Al-Qur`an 

bukanlah pembatas yang menghambat perkembangan umat Islam menuju 

arah positif, melainkan sebaliknya. Melalui batasan-batasan tersebut, 

Islam menuntun umatnya untuk menuai pemahaman untuk menjauhi 

segala hal yang secara tegas Allah larang dalam kitab suci Al-Qur`an. 

Eksistensi Akuntansi Islam juga merupakan bagian dari pedoman 

yang Allah atur sebagai dasar dalam pencatatan. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, bahwa landasan pencatatan akuntansi secara 

Islam adalah dalil dari Q.S. Al-Baqarah ayat 282 (Lihat Halaman 40). 

Dari ayat tersebut, muamalah diartikan sebagai kegiatan berjual beli, 

                                                           
36

 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 117 – 119. 
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berutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Maka jika pengertian 

tersebut dikaitkan dengan prinsip dasar akuntansi yang terkandung di 

dalam kutipan ayat tersebut, muamalah merupakan kegiatan yang 

mencakup keseluruhan. Artinya, setiap manusia yang melakukan 

kegiatan tersebut diwajibkan menuliskan pencatatannya agar terpelihara 

makna dari maksud ayat tersebut.
37

 

Masih serupa dengan pembahasan diatas, seperti yang dikutip 

oleh Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Akuntansi Islam, 

mengatakan bahwa Hamka dalam Tafsir Al Azhar juz 3 tentang Surah 

Al-Baqarah ayat 282 tersebut memberikan pendapat sebagai berikut. 

``Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang 

beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis, itulah dia yang 

berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah 

dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada 

kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah 

percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama 

ditangan Allah. Si Anu mati dalam berutang, tempat berutang 

menagih pada warsinya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang 

itu karena tidak ada surat perjanjian.``
38

 

 

Kutipan dari Buya Hamka tersebut menjelaskan bahwa sudah 

sepatutnya landasan Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dijalankan sebagaimana 

mestinya, meskipun telah tertanam rasa saling percaya antar kedua belah 

pihak. Suatu situasi dapat berubah tanpa bisa diduga, dan ketika tuntutan 

datang dimasa mendatang, maka pencatatan yang telah dilakukan dapat 

menjadi jalan keluarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Buya Hamka 

selanjutnya yang berkata: 

                                                           
37

 Ibid. 
38

 Ibid, h. 120. 
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``...dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada 

hitam di atas putih tempat berpegang dan keragu-raguan hilang, sebab 

sampai sekecil-kecilnya pun dituliskan.``
39

 

 

Tidak hanya transaksi tidak tunai, Buya Hamka pun melanjutkan 

pendapatnya tentang transaksi kontan yang juga memerlukan pencatatan 

seperti halnya transaksi tidak tunai. Buya Hamka berkata: 

``...di zaman kemajuan sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, 

sehingga membeli kontanpun dituliskan orang juga, sehingga si 

pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu, dan si 

penjual pada hari itu menghitung penjualan berapa barang yang laku 

dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu 

terpuji pula pada syara`. Kalau dikatakan tidak mengapa dalam (dalam 

Al-Qur`an) tandanya ditulis lebih baik.``
40

 

 

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa syara` pun 

menganjurkan adanya pencatatan untuk transaksi tunai, tidak hanya 

untuk transaksi tidak tunai. Hal ini akan memudahkan masing-masing 

pihak untuk mengetahui riwayat transaksi yang telah mereka lakukan 

pada hari yang sama, dan dapat menjadi pembanding pada hari 

selanjutnya. Jadi, akuntansi yang dalam hal ini adalah menurut kacamata 

Islam adalah hal yang telah diperintahkan Allah sejak dahulu, dengan 

sistem yang terus berkembang setiap abadnya. Pencatatan jenis ini sangat 

diperlukan, mengingat tidak ada satu pun manusia yang mengetahui hal 

yang akan terjadi ke depannya. Jika dikaitkan dalam dunia perbankan, 

penulis berpendapat bahwa akuntansi atau pencatatan sangat diperlukan. 

Meskipun akun-akun yang ada di dalamnya akan terjadi perbedaan antara 

perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun, secara 
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keseluruhan, jika hal tersebut ditujukan dengan niat untuk transparansi 

dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka Allah pun telah 

menegaskannya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. 

2) Definisi Akuntansi Pajak 

Istilah akuntansi pajak berasal dari dua istilah yang berbeda, 

yakni akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri 

dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan istilah pajak 

merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan iuran atau 

pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib 

pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan 

tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
41

 Menurut Wild & 

Kwok yang dikutip oleh Sukrisno Agoes dalam bukunya Akuntansi 

Perpajakan, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan 

laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas 

ekonomi dan kondisi perusahaan.
42

 

Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang 

berkaitan dengan adanya kewajiban perpajakan, di akhiri dengan laporan 

keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

3) Konsep Dasar Perpajakan 
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a) Pengukuran dalam mata uang 

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam 

dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk menyatakan 

besaran harta, kewajiban, modal dan penghasilan, serta biaya. 

Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP
43

 Nomor 16 Tahun 2009 yang 

mewajibkan agar, “pembukuan atau pencatatan tersebut harus 

diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”. 

b) Kesatuan akuntansi 

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi 

yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan 

pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemiliknya. Kewajiban 

perusahaan bukanlah kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan 

adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 

2008 yang berbunyi, “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib 

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) tidak boleh 

dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”. 

c) Konsep kesinambungan 

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perushaan 

adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup 

seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 
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36 Tahun 2008, “besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan 

yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah 

sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh
44

 tahun pajak yang 

lalu”.
45

 

d) Konsep nilai historis 

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya 

transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga 

perolehannya, sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 

Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan 

harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan 

secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang 

diperoleh”. 

e) Periode akuntansi 

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan 

dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 

Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim
46

 kecuali 

Wajib Pajak
47

 menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun takwim. 

 

f) Konsep taat asas 
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Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode 

ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 

28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan 

diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan stelsel akrual 

atau stelsel kas. 

g) Konsep materialitas 

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 

2008, yaitu “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan 

dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”.
48

 

h) Konsep konservatisme 

Dalam konsep ini penghasilan hanya melalui transaksi, tetapi 

sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini 

mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, 

yaitu “untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib 

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan 

pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan 

piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 

menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan kosumen dan perusahaan anjak piutang”. 
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i) Konsep realisasi 

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah 

terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum 

terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai 

dengan Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “yang 

menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh 

(acrual basis) wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama 

dana dalam bentuk apapun”. 

j) Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan 

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban 

pada periode yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU 

PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “besarnya penghasilan kena pajak 

bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan 

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan”.
49

 

k) Akun-Akun Akuntansi Perpajakan 

Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan 

akuntansi pajak adalah sebagai berikut. 

(1) Neraca 
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(a) Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.  

Pajak dibayar dimuka (prepaid tax) 

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai biaya dibayar 

dimuka (prepaid expense) dalam aset lancar. Pajak dibayar 

dimuka dapat terdiri dari: 

 PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada). 

 PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 

 Pajak masukan 

(b) Sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut. 

Utang pajak (tax payable) 

Utang ini dapat terdiri dari: 

 PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29. 

 Pajak keluaran. 

(2) Laporan Laba Rugi 

(a) Beban pajak penghasilan (income tax expense) 

(b) PBB, Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea 

Materai dicatat sebagai beban operasional (operational 

expense).
50

 

b. Akuntansi Mura>bah}ah Berdasarkan PSAK 102
51

 

1) Pengakuan dan Pengukuran 

a) Pengakuan dan pengukuran aset Mura>bah}ah 
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(1) Pada saat perolehan, aset mura>bah}ah diakui sebagai persediaan 

sebesar biaya perolehan. 

(2) Pengukuran aset mura>bah}ah setelah tanggal perolehan adalah 

sebagai berikut. 

(a) Apabila mura>bah}ah pesanan mengikat, aset mura>bah}ah 

dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai 

aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum 

diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai 

beban dan mengurangi nilai aset. 

(b) Apabila mura>bah}ah tanpa pesanan atau murabahah 

pesanan tidak mengikat, aset mura>bah}ah dinilai 

berdasarkan biaya perolehan  atau nilai bersih yang dapat 

direalisasi, mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang 

dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka 

selisihnya diakui sebagai kerugian. 

b) Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian Aset Mura>bah}ah 

(1) Jika terjadi sebelum akad mura>bah}ah, diskon pembelian akan 

diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset mura>bah}ah.  

(2) Jika terjadi setelah akad mura>bah}ah dan sesuai akad yang 

disepakati menjadi hal pembeli, diskon pembelian diakui sebagai 

kewajiban kepada pembeli.  
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(3) Jika terjadi setelah akad mura>bah}ah dan sesuai akad yang 

disepakati menjadi hak penjual, diskon pembelian diakui sebagai 

tambahan keuntungan mura>bah}ah. 

(4) Jika terjadi setelah akad mura>bah}ah dan tidak diperjanjikan 

dalam akad, maka diskon pembelian akan menjadi hak penjual 

dan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. 

c) Pengakuan dan pengukuran Piutang Mura>bah}ah 

Pada saat akad mura>bah}ah, piutang mura>bah}ah diakui 

sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 

Pada akhir periode kaporan keuangan, piutang mura>bah}ah dinilai 

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi 

konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian 

piutang.  

d) Pengakuan dan pengukuran keuntungan mura>bah}ah 

(1) Jika penjualan dilakukan secara tunai secara tangguh sepanjang 

masa angsuran mura>bah}ah tidak melebihi satu periode laporan 

keuangan. 

(2) Keuntungan mura>bah}ah diakui selama periode akad sesuai 

dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan 

tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Pengakuan 

keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang 

yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan 

terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. 
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e) Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang 

mura>bah}ah 

(1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap 

sebagai pengurang piutang mura>bah}ah dan keuntungan 

mura>bah}ah. 

(2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual 

menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian 

membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. 

f) Pengakuan dan pengukuran denda 

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan 

kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui 

sebagai bagian dana kebajikan. 

g) Pengakuan dan pengukuran uang muka 

(1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah 

yang diterima. 

(2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui 

sebagai pembayaran piutang. 

(3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka 

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. 
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2) Penyajian 

a) Piutang mura>bah}ah 

Piutang mura>bah}ah disajikan dineraca pada bagian aset 

dengan nama rekening piutang mura>bah}ah. Berdasarkan PSAK 102, 

piutang mura>bah}ah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan, yaitu saldo piutang mura>bah}ah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. 

b) Keuntungan mura>bah}ah tangguhan 

Keuntungan mura>bah}ah tangguhan disajikan di neraca pada 

bagian aset dengan nama keuntungan mura>bah}ah tangguhan 

sebagai pengurang (contra account) piutang mura>bah}ah. 

c) Aset mura>bah}ah 

Rekening ini disajikan di neraca pada bagian aset. Namun 

demikian, dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian pihak 

bank syariah melakukan penyerahan aset mura>bah}ah kepada 

pembeli maka rekening ini biasanya memiliki saldo nol. Bank 

mendebit dan mengkredit rekening aset mura>bah}ah secara 

bersamaan dengan jumlah yang sama. 

d) Keuntungan mura>bah}ah 

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian 

pendapatan dengan nama rekening keuntungan mura>bah}ah. 

Rekening keuntungan mura>bah}ah merupakan gabungan total saldo 

mura>bah}ah akrual dan total saldo mura>bah}ah kas. 
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3) Pengungkapan 

Berdasarkan PSAK 102, bank syariah sebagai penjual harus 

mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mura>bah}ah, 

tetapi tidak terbatas pada: 

a) Harga perolehan aset mura>bah}ah 

b) Janji pemesanan dalam mura>bah}ah berdasarkan pesanan sebagai 

kewajiban atau bukan. 

c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian 

laporan keuangan syariah. 

c. Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan PSAK 46 

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK 46:
52

 

1) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan 

perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak 

perusahaan. 

2) Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, 

yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan 

penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan 

dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang 

bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis 

penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. 
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3) Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum 

dikurangi beban pajak. 

4) Penghasilan kena paiak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi pajak 

(tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung 

berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan 

pajak penghasilan. 

5) Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah 

jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred 

tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu 

periode. 

6) Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang 

(payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. 

7) Kewajiban pajak tanguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak 

penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat 

adanya perbedaan temporer kena pajak. 

8) Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak 

penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebaga; 

akibat adanya : 

(a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan 

(b) sisa kompensasi kerugian 

9) Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara 

jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan DPP-nya Perbedaan 

temporer dapat berupa: 
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(a) perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) 

adalah perbedaan temporer yang meninibulkan suatu jumlah kena 

pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiscal periode 

mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (recovered) atau 

nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled), atau 

(b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary 

differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu 

jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam 

penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat 

aset dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut 

dilunasi (settled). 

Penyajian pajak tangguhan :
53

 

1) Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan 

kewajiban lainnya dalam neraca. 

2) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini 

(tax receivable/prepaid tax) dan kewajiban pajak kini (tax payable). 

3) Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset 

atau kewajiban lancar. 

4) Aset pajak kini harus dikompensasikan (offset) dengan kewajiban pajak 

kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. 

5) Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari 

aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. 
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6) Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi 

PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 

29. 

7) PPh final:
54

 

(a) Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan 

PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan 

tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak 

tangguhan. 

(b) Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui 

proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang 

diakui pada periode berjalan. 

(c) Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang 

dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui 

sebagai Pajak Dibayar di Muka dan Utang Pajak. 

(d) Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh 

final yang masih harus dibayar. 

8) Perlakuan akuntansi untuk hal khusus: 

(a) Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam 

Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau 

beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan. 

(b) Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya 

ditangguhkan. 
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(c) Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya 

mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk periode 

berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. 

3. Kerangka Teori 

a. Mura>bah}ah 

Mura>bah}ah merupakan istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu 

bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, 

meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (mark-up) yang 

diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumsum
55

 atau 

persentase tertentu dari biaya perolehan.
56

 Bank-bank Islam pada umumnya 

menggunakan akad Mura>bah}ah sebagai salah satu alternatif pembiayaan 

jangka pendek untuk nasabah, yang mana prinsip yang dijalankan dengan 

didasarkan pada dua elemen pokok, yakni harga beli disertai biaya terkait 

dan kesepakatan terhadap mark-up. Jadi, pembiayaan Mura>bah}ah yang 

dimaksudkan disini merupakan pembiayaan terhadap suatu barang yang 

spesifikasinya jelas.
57

 

Dalam kodifikasi produk perbankan syariah yang diatur oleh Bank 

Indonesia, menyebutkan bahwa penyaluran dana dalam bentuk 

Mura>bah}ah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga 
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perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, 

dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada 

pembeli. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pihak penyedia dalam 

kegiatan transaksi Mura>bah}ah dengan nasabah dengan membiayai 

sebagian atau seluruhnya harga atas pembelian yang dimaksudkan di dalam 

akad yang mana spesifikasinya telah disepakati kedua belah pihak. 

a. Kaidah Fikih Akuntansi Syariah 

ْٛمُ عَهَٗ  نِ الَأصَْمُ فِٗ اْلأشَْٛاَءِ اْلِإ تاَ حَح حَتَّٗ ٚذَُ لَّ اْنذَّ

ْٚىِ   انتَّحْشِ

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (muamalah/keduniaan) adalah mubah 

sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau 

mengharamkannya)”
58

 

 

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 282 

 ٍَ اَٱنَّزِٚ َٰٓأَُّٚٓ ٗ فَ  َٚ  ًّّٗ سَ َٰٓ أجََمٖ يُّ  ٗ ٍٍ إنَِ ۡٚ اْ إرَِا تذََاَُٚتىُ تذَِ َٰٕٓ نۡٛكَۡتةُ  ٱكۡتثُُُِٕ  ءَايَُُ َٔ
ُكَُىۡ  ۡٛ  تِ  تَّ

ُّ  ٱنۡعَذۡلِ  كَاتةُُِۢ ًَ ا عَهَّ ًَ لََ ٚأَۡبَ كَاتةٌِ أٌَ ٚكَۡتةَُ كَ َٔ  ُ فهَۡٛكَۡتةُۡ  ٱللَّ

همِِ  ًۡ نُۡٛ ِّ  ٱنَّزَِ٘ٔ ۡٛ نۡٛتََّكِ  ٱنۡحَكُّ عَهَ َٔ َ ُ  ٱللَّ ُّ شَۡٛ  ۥسَتَّّ ُۡ لََ ٚثَۡخَسۡ يِ َٔ ّٗ   ٌَ ا  فنٌَِ كَا

ِّ  ٱنَّزِ٘ ۡٛ ٔۡ ضَعِٛفاً ٱنۡحَكُّ عَهَ همِۡ  سَفِٛٓاً أَ ًۡ َٕ فهَُۡٛ مَّ ُْ ًِ ٔۡ لََ ٚسَۡتطَِٛعُ أٌَ ُٚ أَ

 ُ نُِّّٛ ِٓذُٔاْ َٔ  ٱنۡعَذۡلِ  تِ  ۥَٔ جَانكُِىۡۖۡ فنٌَِ نَّ  ٱسۡتشَۡ ٍِ يٍِ سِّ ۡٚ ِٓٛذَ ٍِ  ىۡ شَ ۡٛ ٚكََُٕاَ سَجُهَ

 َٔ ٌِ فشََجُمٞ  ٍَ  ٱيۡشَأتَاَ ٌَ يِ ٕۡ ًٍَّ تشَۡضَ ٓذََآَٰءِ يِ شَ  ٱنشُّ ا فتَزَُكِّ ًَ ُٓ أٌَ تضَِمَّ إحِۡذَى 

ا إِ  ًَ ُٓ ٖ   حۡذَى  لََ ٚأَۡبَ  ٱلۡأخُۡشَ ٓذََآَٰءُ َٔ لََ تسَۡ  ٱنشُّ َٔ  
 
اْ أٌَ تكَۡتثُُُِٕ   َ إرَِا يَا دُعُٕاْ َٰٕٓ ًُ

ٔۡ كَثِٛشًا  َٰٓ صَغِٛشًا أَ  ٗ ِّ  إنَِ نكُِىۡ ألَۡسَطُ عُِذَ   ۦ أجََهِ ِ رَ  َٰٓ  ٱللَّ  ٗ أدَََۡ َٔ ذَجِ   َٓ وُ نهِشَّ َٕ ألَۡ َٔ
كُىۡ  ۡٛ سَ عَهَ ۡٛ ُكَُىۡ فهََ ۡٛ شَجً حَاضِشَجّٗ تذُِٚشََُٔٓاَ تَ ٌَ تجَِ  َٰٓ أٌَ تكَُٕ اْ إلََِّ َٰٕٓ ألَََّ تشَۡتاَتُ

اْ إرَِا تثَاَٚعَۡتُ  َٰٔٓ ذُ ِٓ أشَۡ َٔ ِٓٛذٞ   ىۡ  جُُاَحٌ ألَََّ تكَۡتثُُْٕاَۗ  لََ شَ َٔ لََ ٚضَُآَٰسَّ كَاتةِٞ  َٔ
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إٌِ تَ  َٔ ُ َٔ  ۥفۡعَهُٕاْ فنَََِّّ َۖۡ فسُُٕقُُۢ تكُِىۡۗ  كُىُ  ٱتَّمُٕاْٱللَّ ًُ ٚعَُهِّ َٔ ُۗ ُ َٔ  ٱللَّ ءٍ  ٱللَّ ۡٙ تكُِمِّ شَ

  ٢٨٢عَهِٛىٞ 
 

Artinya: “(282) Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika 

mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 

suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.”
59

 

 
c. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

Landasan hukum pajak penghasilan adalah berinduk pada Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lebih khusus, 
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Undang-Undang tersebut menyebutkan pada Pasal 31D bahwa, “ketentuan 

mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas 

bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum 

termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah”.
60

 

d. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2009 Tentang Pajak 

Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syari`ah 

Sejalan dengan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan, maka pemerintah menerbitkan peraturan nomor 

25 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. 

Peraturan tersebut mengatur perihal usaha berbasis syariah yang 

dimaksudkan merupakan setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi 

syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha 

berbasis syariah lainnya. Bunyi dari Pasal 1 angka 2 itu lebih menegaskan 

bahwa pihak lembaga keuangan perbankan syariah merupakan salah satu 

sasaran dari pajak penghasilan, dimana semua produk yang menghasilkan 

tambahan nilai ekonomis akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan 

sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. 

Dalam hal tersebut, di tinjau pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa 

“pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis 

syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan juga 
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terhadap: hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis 

syariah lainnya yang sejenis”. 

C. Kerangka Berpikir 

Adanya perbankan syariah yang sudah berkembang pesat hingga saat ini, 

tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Untuk hal itu, sudah selayaknya terjadi 

banyak perubahan akibat adanya penyesuaian yang mereka tawarkan pada 

masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem konvensional. Jika pada beberapa 

waktu yang lalu penyesuaian tersebut datang dari perundang-undangan perbankan 

syariah khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka keseriusan 

pemerintah pun tidak luput dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2009. Sistem pemungutan pajak yang ditawarkan dalam peraturan tersebut, 

mengakibatkan adanya beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam, terlebih lagi 

tentang sebagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan terhadap produk 

Mura>bah}ah. 

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tersebut 

menyebutkan bahwa perlakuan secara umum terhadap bunga dan sebagainya, 

berlaku juga untuk pajak penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah. Oleh 

karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat lebih detil ketentuan umum 

perpajakan yang diberlakukan terhadap produk Mura>bah}ah terkhususnya pada 

margin Mura>bah}ah sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2009 tersebut. Lebih jauh penelitian ini juga akan meninjau kembali aturan-aturan 

yang berada pada PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI mengenai produk 

Mura>bah}ah. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak terhadap entitas syariah 
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dan terjadinya kekosongan aturan pajak dari sisi syariah akan menjadi alasan 

dasar penelitian ini dilakukan.  

Tabel 1.2 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah penulis 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidakjelasan 

Perlakuan Akuntansi 

PPh pasal 23 terhadap 

margin Mura>bah}ah 

Persesuaian perlakuan 

PPh 23 pada Margin 

Mura>bah}ah 

terhadap adanya 

Bunga 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 

PSAK 102 

PSAK 46 

Fatwa DSN-MUI 

Teori Maslahah 


